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KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PERTANIAN

NOMOR : 0.51.2/Kep-001.1-Distan/2023
TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERTANIAN
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PERTANIAN,

Mcnimbang : a. bahwa IKU merupakan ukuran keberhasilan dari
pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi
yang digunakan untuk pcrbaikan kinerja  dan
peningkatan akuntabilitas kincrja;

b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
] ‘ Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 1842);
c. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas
Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2022.

Mcngingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pecmbentukan Daerah-Dacrah dalam Lingkungan Provinsi
DJawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
tanggal 8 Agustus 1950) scbagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Dacrah-daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968
Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);
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L))”d““_g‘Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
lcmcrm.tahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
tclah diubah beberapa kali,  terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam
rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan
Perckonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Kcuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

b

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemcrintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daecrah (Lembaran  Negara  Republik  Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);

Peraturan Presiden Nomor S9 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan
Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
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Dacrah,  Rencan Pembanpgunan Jangka  Menengah
Dacrah, dan Rencann Kerjn Pemerintah Dacrab (Berita
Nepara Republilke Indonesin Tahan 2017 Nomaor 13172);

Peraturan Menteri Dalom Neperi Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Dacrah (Berita
Nepara Republik Indoncesia ‘Tahun 2019 Nomor 11 14);

Peraturan Menteri Dalam Neperi Nomor 90 Tabun 2019
tentang  Klasilikast,  Kodelikasi,  dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dacrah (Berita
Nepora Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447)
junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 (entang  hasil - Verifikasi  dan Validasi
Pemutakhiran Klasilikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Dacrah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020
tentang Peraturan  Pelaksanaan  Peraturan  Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah  (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dacrah
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
O )

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Dacrah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 1781);

Peraturan  Dacrah  Kabupaten Cirecbon Nomor 7
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Mcnengah Dacrah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana
telah diubah dengan yang Peraturan Daerah Kabupaten
Circbon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupatcn Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Circbon Tahun 2021 Nomor 6);

Peraturan Bupati Circbon Nomor 20 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Pcrangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita
Dacrah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20);
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Tah palen  Circbon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon
anun 2022 Nomor 20).

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN TENTANG INDIKATOR
KINERJA UTAMA DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2023,

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pertanian

Kabupaten Circbon scbagaimana tersebut dalam lampiran,

yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat

keputusan ini.

Indikator Kincrja Utama pada Dinas Pertanian Kabupaten
Cirecbon scbagaimana dimaksud dalam diktum KESATU di
atas, merupakan pedoman atau acuan ukuran kinerja yang
digunakan olch Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dalam
menctapkan Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA), Penctapan Kinerja (PK) dan Laporan
Akuntabilitas Kincrja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Keputusan ini berlaku scjak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 2 Januari 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN
AKABUPATEN CIREBON |
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Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pertanian

Nomor :0.51.2/Kep-001.1-Distan/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

TABEL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2023

DINAS PERTANIAN KABUPATEN CIREBON

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Tujuan,.Sasaran,Program (outcome) dan Satuan Tahun
Kegiatan (output) 2023
Meningkatkan Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian Persen 231 |

Meningkatnya Produksi Sektor Tanaman Pangan, Jumlah produksi komoditas sektor tanaman pangan Ton 487 605]

Perkebunan, Hortikultura dan Peternakan perkebunan, hortikultura, dan peternakan
beras 363 068
gula 21648|
bawang merah 35.366]
cabe merah besar 59 ;Sg}]
mangga 6
daging domba 1675]
daging unggas lokal 1.840)
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